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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum atau lebih 

dikenal dengan nama ‘ RechtstaaP1. Sebagai negara hukum maka Indonesia harus 

selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dan selalu memberi jaminan 

kepada seluruh warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan itu dengan tanpa ada pengecualiannya. Negara hukum menghendaki 

segala tindakan atau perbuatan penguasa harus mempunyai dasar hukum yang jelas 

atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum 

yang tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa 

karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua 

golongan masyarakat, dan mengabdi pada kepentingan umum2. Pada hakikatnya 

sebagai negara hukum, Indonesia telah menganut sistem Kedaulatan Hukum atau 

6Supremacy of Law’ yakni hukum itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam 

suatu negara3. Maka setiap tingkah laku seseorang yang berada didalamnya harus 

berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum bertujuan 

untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut 

Philipus M Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak

1 Bambang Waluyo, Pidana dan pemidanaan,Sinar Grafika,Jakarta,2008,Hlm.33
2 Arief Budiman, Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 1996, Hlm.l
3 Ibid* Hlm.33
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pemerintah dilandasi oleh dua prinsip ; prinsip hak asasi manusia dan prinsip Negara 

hukum4 . Pada dasarnya hukum menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang 

boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan.

Sebagian daripada ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan di Indonesia 

pada saat ini seperti halnya Hukum Pidana, Hukum Perdata dan seterusnya itu 

merupakan warisan dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Khususnya untuk 

ketentuan Hukum Pidana yang berlaku sampai dengan saat ini bukanlah merupakan 

asli ciptaan dari bangsa Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disebut dengan nama KUHP) ini lahir dan telah mulai berlaku sejak 

tanggal 1 Januari 1918. Jadi ia dibuat pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan dari UUD 1945 jo pasal 192

Konstitusi RIS 1949 jo pasal 142 UUDS 1950, maka sampai kini masih diberlakukan 

KUHP yang lahir pada 1 Januari 1918 itu yang telah diundangkan melalui Undang- 

Undang No.l Tahun 19465. Tapi itu tidak berarti, bahwa KUHP kita yang sekarang

ini masih dalam keadaan bentuk aslinya atau telah diambil langsung oleh negara kita 

tanpa melakukan perubahan apapun terhadap KUHP itu. Tetapi isi dan jiwanya telah 

banyak mengalami perubahan dan penambahan, sehingga telah sesuai dengan 

keperluan dan keadaan nasional kita dewasa ini.

Pada dasarnya pembaharuan di bidang hukum khususnya hukum Pidana telah 

dilakukan oleh sejumlah pakar sejak beberapa dekade terakhir, bahkan sejak

4 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, 
Suarabaya, 1987, Hlm. 71

5 C.S.T. Kansil., Latihan Ujian HukumPidana, Sinar Grafika,Jakarta,1994,Hlm.7
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Indonesia memasuki dunia baru pembangunan hukum pasca pernyataan kemerdekaan 

tahun 19456. Namun hal tersebut tidaklah mengherankan karena kemerdekaan yang 

telah menyebabkan kita untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mengacu dari 

alam pikiran bangsa kita sendiri. Perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya untuk 

menciptakan sebuah sistem hukum bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Hal 

itu dapat kita lihat dari perumusan dan penciptaan sistem hukum pidana yang sampai 

dengan saat ini masih dalam tahapan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (RKUHP) tersebut sudah dimulai sejak dulu.

Adapun usaha pembaharuan dalam hukum pidana yakni meliputi hukum 

pidana materil dan formil serta pelaksanaan pidana. Semuanya itu ditujukan untuk 

terwujudnya hukum nasional yang mengacu pada kepentingan nasional yang 

berlandaskan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Usaha pembaharuan 

tersebut didasarkan pada alasan-alasan, baik secara politik, sosiologis, maupun 

praktis serta alasan adaptif. Alasan politiknya yakni suatu bangsa harus mempunyai 

KUHP hasil ciptaan dari bangsa sendiri dan digunakan untuk negara kita sendiri dan 

hal itu merupakan suatu kebanggaan. Alasan sosiologis, berkaitan dengan ideologi 

bahwa KUHP harus disesuaikan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila serta KUHP 

itu harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari bangsa kita. Alasan praktisnya, 

KUHP yang digunakan sekarang memakai terjemahan karena tidak 

mengerti bahasa Belanda. Hal itu disebabkan karena biasanya negara yang baru

semua orang

6 Nyoman Serikat Purta Jaya., Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana., 
Bandung: PT Citra Aditya Bakti,, 2008, hlm 5
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merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, 

sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang 

mengalami penjajahan saja7. Sedangkan untuk alasan adaptif, bahwa KUHP tersebut 

sudah tidak cocok lagi dan sudah jauh ketinggalan dengan perkembangan 

Internasional.

Hukum pidana pada dewasa ini sangat erat kaitannya dengan masalah pidana 

dan pemidanaan. Secara singkat dapat kita kemukakan bahwa hukum pidana 

merupakan hukum yang mengatur tentang jenis-jenis perbuatan apa saja yang 

dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dibebankan terhadap 

pelaku tindak pidana. Sedangkan istilah pidana itu sendiri terkadang oleh para pakar 

hukum kita sering juga disebut dengan istilah hukuman. Sebagaimana telah 

diungkapkan oleh Roeslan Saleh., bahwa “ pidana adalah reaksi atas tindak pidana 

yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada

pembuat tindak pidana atau suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang

dijatuhkan oleh hakim melalui vonisnya, terhadap orang-orang yang melanggar 

Undang-undang Hukum Pidana”8.

Secara teoritis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana 

atau undang-undang yang bersangsi pidana akan diancam dengan sanksi pidana. Hai 

ini dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang

7 Sudarto, Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita (dalam : Hukum dan Hukum 
Pidana) .Bandung : Alumni, 1977, HIm. 70-72

8 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia ,Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hlm.5
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merugikan masyarakat9. Penjatuhan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana 

seringkah dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu, apabila 

pelaku tindak pidana telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana maka 

perkara pidana tersebut telah dianggap selesai (berakhir). Begitupun sebaliknya, jika 

pelaku tindak pidana yang belum dijatuhi sanksi pidana, maka penyelesaian perkara 

pidana belum dianggap selesai meskipun kerugian yang diakibatkan tindak pidana 

tersebut sudah diselesaikan (kerugian dan ganti kerugian telah dibayarkan)10.

KUHP yang merupakan sumber utama dari hukum pidana telah merinci 

secara jelas mengenai jenis-jenis pidana, sebagaimana telah dirumuskan ke dalam

Pasal 10 KUHP. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok 

dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari11 :

1. Pidana Mati

2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan

4. Pidana Denda

5. Pidana Tutupan

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

Andi hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia 
Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm. 23

10 Fahmi Raghieb, Pengantar Hukum Penitensier,Hlm. 81
11 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata 

Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm.7
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2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

3. Pidana keputusan Hakim

Orang yang dihukum karena telah terbukti melanggar larangan atau perintah 

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya hukum pidana 

harus menjalani hukuman (pidana). Pelaku tindak pidana pada umumnya seringkah 

dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, kurungan, tutupan.

Dalam hal ini yang menjadi perhatian penulis, bahwa tidak semua orang yang 

melakukan tindak pidana pasti memiliki watak yang jahat atau seseorang yang 

melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya sebagai contohnya seseorang 

pengendara sepeda motor, dikarenakan remnya yang rusak sehingga secara mendadak 

ia terpaksa menabrak orang, itu tidak harus dimasukkan ke dalam penjara. Seperti

kita ketahui, bahwa penjara merupakan tempat berkumpulnya narapidana untuk

dilakukan pembinaan oleh petugas yang berwenang. Disamping itu penjara juga

merupakan tempat berkumpulnya para penjahat untuk bertukar pikiran, sehingga 

menyebabkan orang-orang seperti yang telah dicontohkan di atas mendapatkan 

pengaruh yang negatif karena pergaulannya selama di penjara.

Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkat efektifitas dan 

daya guna daripada pidana penjara masih patut dipertanyakan? Dewasa ini, hal 

tersebut banyak mengundang perdebatan di antara pakar hukum kita mengenai hakim 

yang dalam hal ini lebih cenderung mengutamakan pidana penjara dalam hal putusan 

mereka ketimbang menggunakan pidana bersyarat atau yang lazim dikenal dengan 

istilah “penjatuhan pidana percobaan”.
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Dalam konteks pidana dan pemidanaan yang telah disinggung sebelumnya

secara universal masih terus dicariterdapat suatu permasalahan yang 

penyelesaiannya. Yakni adanya ketidakpuasaan masyarakat terhadap pidana 

perampasan kemerdekaan (penjara), yang dalam beberapa penelitian terbukti sangat 

merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana maupun terhadap 

masyarakat12. Menurut penulis, selain permasalahan tersebut diatas perampasan

kemerdekaan (penjara) juga secara tidak secara langsung merugikan keuangan

negara. Pengeluaran negara dalam biaya operasional terhadap pembinaan narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan sangatlah besar.

Berdasarkan laporan dari Negara-negara peserta Kongres ‘Asian and Pasific 

Confrence of Correctional Administrator s’ (APCCA) ke 22 di Bali, dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah peningkatan 

jumlah narapidana yang jauh melebihi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan. Hal 

itu tidak saja merepotkan petugas dalam hal mengenai kepentingan narapidana, tetapi 

tentu saja akibatnya negara harus menyiapkan anggaran yang lebih besar13.

Kelebihan Daya Tampung Lembaga Pemasyarakatan di Negara Hongkong mencapai 

17 %, Fiji mencapai 10 %, India mencapai 28.5 %, Jepang mencapai 25 %, Malaysia 

mencapai 20 %, Srilanka mencapai 100 %, Singapura mencapai 48 % dan Indonesia

12 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, HIm 6 
Discussion Guide 22, Asian and Pasific Confrence of Correctional 

Administrators, Indonesia, Oktober, 2002, Hlm.3
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mencapai 10 % (Sumber : Rangkuman hasil Kongres APCCA ke 22 di Bali Tgl 13-18 

Oktober 2002)‘4.

Untuk mengatasi permasalahan itu, negara-negara peserta sepakat 

merekomendasikan beberapa strategi yang mungkin dapat diterapkan terhadap 

permasalahan itu, antara lain15:

1. Mengefektifkan dan mengembangkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

2. Kebijakan penuntut umum untuk lebih selektif dalam mengajukan tuntutan

3. kebijakan hakim untuk memilih hukum yang bukan berupa pidana p anjar a 

(non custodial) terutama untuk kasus-kasus yang hanya diancam dengan 

pidana penjara kurang dari 1 tahun

Mengenai pidana penjara ada yang berpendapat bahwa pidana penjara harus 

dihapuskan dari stelsel pidana Indonesia. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin

dalam tulisannya yang beijudul “ Negara Tanpa Penjara”. Menurut Hazairin,

masyarakat tanpa penjara merupakan suatu ideal yang tinggi mutu filsafatnya dan 

keuntungan baik dilihat secara spiritual dan secara material16.

Hakim selalu memilih penggunaan pidana penjara sebagai primadona dalam 

pemidanaan atau penjatuhan pidananya, begitu juga terhadap perkara-perkara yang 

ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun. Pada prinsipnya tujuan dari 

pemidanaan itu adalah untuk memperbaiki si pelaku dan mengembalikannya ke

14 Mardalena Rahmi, Dalam Tesis : Pendayagunaan Pidana Bersyarat Sebagai Upaya 
Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan, Program Pascasarjana 
Universitas Sriwijaya, 2006, Hlm.6

15 Ibidt Hlm.6
16 Barda Nawawi Areif, Kebijakan legislative Dalam Menanggulangi Kejahatan Deng 

Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarang, 1994, Hlm. 3
an
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kehidupan masyarakat (resosialisasi), bukan untuk menderitakannya17. 

Sebenarnya orang yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana 

penjara, kurungan bisa diwajibkan untuk bekeija di dalam atau di luar tahanannya hal 

ini ditujukan untuk pembinaan daripada terpidana itu sendiri

Namun, KUHP juga mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana 

penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusan hakim 

dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan dengan memberi 

masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila dalam masa percobaan itu, 

si terpidana melakukan suatu tindak pidana atau si terpidana tidak memenuhi suatu 

syarat khusus yang diperintahkan dalam putusan hakim, maka si terpidana wajib 

menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan hakim 

kepadanya. Hal ini disebut juga pidana bersyarat ( voorwaardelijke veroordeling).

Kalau dilihat dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini 

lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan 

terhadap perbuatannya. Hal ini lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan yang 

pemidanaannya lebih ditekankan untuk memperbaiki dengan mempertimbangkan 

sifat-sifat serta keadaan terpidana. Di dalam KUHP pidana bersyarat merupakan 

dalah satu bentuk pidana alternatif dari pidana penjara dan diatur dalam Pasal 14a 

sampai 14f KUHP. Dalam Pasal 14a (1) berbunyi “Apabila hakim menjatuhkan 

pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak temasuk pidana 

kurungan pengganti dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa

dalam

17 Mardalena Rahmi, Op.CitJMm. 10
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pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 

percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana 

selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan 

dalam perintah itu”18. Jadi pidana bersyarat bukanlah merupakan bentuk pidana yang 

berdiri sendiri seperti pidana pokok atau pidana tambahan. Walaupun demikian 

bukanlah menjadi suatu penghalang bagi hakim untuk menggunakannya sebagai 

alternatif bagi pidana penjara (khususnya untuk pidana penjara pendek atau kasus- 

kasus yang ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun).

Namun, kenyataannya di dalam praktek hakim masih sangat jarang sekali 

memberikan pidana bersyarat dalam setiap putusan mereka untuk setiap kasus yang

ancamannya kurang dari satu tahun. Hal ini dapat kita lihat yakni pada tahun 2001 

dimana dari 1565 perkara pidana yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Palembang yang diproses serta diputus yaitu 1371 perkara dan yang diputus pidana 

penjara yaitu 1357 perkara dan yang diputus pidana bersyarat yaitu 14 perkara. 

Kemudian pada tahun 2002 dari 1362 perkara pidana yang masuk di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Palembang dan diproses serta diputus 1084 dimana yang diputus 

dengan pidana penjara yaitu 1049 dan yang diputus pidana bersyarat yaitu 25, 

selanjutnya pada tahun 2003 yaitu perkara pidana yang masuk di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Palembang berjumlah 1594 perkara yang diproses dan diputus

18 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, PT. Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2007,
Hlm.19
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yaitu 1389 perkara dimana yang diputus pidana penjara, dan yang diputus dengan 

pidana bersyarat sebesar 41 perkara, sedangkan sisanya diputus bebas (vrijspraak) 

dan lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging) ( sumber : 

Pengadilan Negeri Palembang)19. Kenyataan seperti ini mungkin disebabkan karena 

kemampuan dalam hai pengawasan terhadap terpidana untuk pidana bersyarat masih 

sangat terbatas, kemudian faktor sarana dan prasarana yang ada masih belum 

mencukupi. Kendala yang akan dihadapi oleh terpidana pidana bersyarat mungkin 

berbeda dengan terpidana untuk pidana penjara. Seperti apa yang telah dijelaskan

sebelumnya bahwa pada dasarnya tujuan dari pidana bersyarat itu hanya tertuju pada

aspek resosialisasi kepada pelaku tindak pidana dan kalau dihubungkan dengan

tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang pada hakekatnya untuk memperbaiki pribadi 

si pelaku, membuat orang jera dalam melakukan kejahatan dan untuk membuat 

penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang 

lain.

Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul

“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN YANG

MENGANDUNG PEMIDANAAN DENGAN BERSYARAT”.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus studi ini hanya

terbatas pada:

19 Ibid, Hal. 11
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1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

bersyarat?

2. Apakah hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat?

3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap terpidana 

pidana bersyarat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta 

pengalaman penulis maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul. 

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah dasar pertimbangan hakim 

di Pengadilan Negeri Kias IA Palembang dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan

hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat serta mekanisme pengawasan

terhadap terpidana pidana bersyarat.

Namun, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk membahas dan

mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pidana bersyarat, agar dalam 

pembahasan skripsi ini tidak menjadi kaku serta diharapkan dapat bermanfaat bagi 

generasi ke depan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana 

bersyarat;

2. Mengetahui hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pidana bersyarat;

3. Mengetahui mekanisme pengawasan bagi terpidana pidana bersyarat.
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Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut masalah mengenai 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung 

pemidanaan dengan bersyarat,

b. Secara praktis, penulisan ini dapat merupakan sumbangan bagi masyarakat 

yang ingin mengetahui mengenai beberapa hambatan dalam pelaksanaan 

penerapan sanksi pidana bersyarat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Untuk mengumpulkan data yang berkaian dengan penulisan skripsi ini, maka

dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengambil

data langsung dari lapangan.

Jenis dan Sumber Data2.

Jenis data yang diperlukan didalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di 

lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Dan data sekunder, data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur, 

peraturan perundang-undangan, laporan, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:
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Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat antara lain :

i. Undang Undang Dasar RI 1945

ii. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

iii. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu 

menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa penjelasan 

meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa 

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai majalah

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini ialah aparat penegak hukum, dalam hal ini

adalah Hakim dan Jaksa yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri kota

Palembang, karena tidak semua populasi diteliti, maka hanya beberapa Hakim dan 

Jaksa yang dijadikan sample. Adapun teknik pengambilan sample dari populasi 

digunakan cara purposive sampling yaitu dari jumlah sepuluh orang hakim yang ada 

di Pengadilan Negeri kota Palembang diambil hanya dua orang dan dari keseluruhan 

jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri yang diambil hanya dua orang serta salah satu 

petugas dari BAP AS di kota Palembang. Jadi orang yang diambil sebagai responden 

hanya lima orang, adapun Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diambil ini adalah
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mereka yang pemah menuntut pidana bersyarat dan menjatuhkan putusan pidana 

bersyarat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu data primer diperoleh melalui wawancara terhadap para 

responden dilakukan secara langsung dan mendalam, untuk mendapatkan 

gambaran terhadap beberapa masalah dalam penelitian ini

b. Studi Kepustakaan, data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan 

analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain yang 

telah dibukukan, termasuk Putusan-putusan hakim di Pengadilan Negeri

Palembang.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh didalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Setelah data dikumpulkan dengan melaui kegiatan pengumpulan data akan 

diproses melalui pengolahan dan analisis data. Untuk data primer dalam penelitian ini 

pengolahan datanya melalui kegiatan editing dan coding.

Editing yaitu meliputi pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan informasi 

yang diterima berupa jawaban dari para responden, kejelasan informasi, serta 

menyesuaikan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain sehingga 

mempermudah untuk menganalisisnya. Apabila tahap editing sudah selesai maka 

dilakukan coding yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode 

atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperoleh pada wawancara dengan para 

hakim, jaksa dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalan ini.
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Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan analisis data

secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan

bahan-bahan tertulis, kemudian pembahasan dan penguraian data serta informasi

yang berhubungan dikumpulkan secara deskriptif-kualitatif yaitu analisis terhadap

data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok 

permasalahan20.

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
HIm.32
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